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ABSTRAKSI 
 

Nama   : SY. FATIMA TUZ’ZAHRO 
Nim   : 202010110311527 
Judul  : Efektivitas Hukum penggunaan sistem informas pencalonan  

  (SILON) dalam proses pendaftaran Bacaleg pada Proses Tahap  
  Pendaftaran Pemilu 2024  (studi putusan  
  bawaslu kota malang nomor register perkara   
  001/ps.reg/35.3573/x/2023) 

Pembimbing :  
1. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., MH 

           2. Muhamad Sugiaro. S.H 

 
Penulisan berkenaan dengan kajian tentang proses penyelesaian sengketa Pemilu 
pada masa tahapan pendaftaran yang disebabkan karena adanya kesalan pada saat 
mengunggah berkas yang menjadi persyaratan pendaftaran Bacaleg.. dalam 
penelitian penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian metode empiris 
adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari gejala, peristiwa, dan 
fenomena yang terjadi pada masyarakat, lembaga, dan negara yang tidak memiliki 
ciri-ciri perpustakaan dengan cara mengamati fenomena yang ada di masyarakat. 
Serta pendekatan sosiologi atau penelitian sosiolegal, yaitu pendekatan penelitian 
yang mempelajari persepsi dan perilaku hukum orang-orang (orang dan badan 
hukum) yang bergerak dalam bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang 
diteliti oleh penulis. Berdasakan hasil penelitian yang telah kita dapatkan dapt kita 
ketahui bahwa : 1. Munculnya sengketa Pemilu pada proses tahapan pendaftaran 
Bacaleg yang dimohonkan ke Bawaslu disebabkan karena kurang efektivnya 
penggunaan SILON sebagai alat bantu yang pengecekan berkasnya hanay 
dilakukan melalui pengecekan data tanpa adanya pengecekan secara fisik. 2. 
Lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa Pemilu adalah Bawalu 
sesuai dengan aturan yang terdapat pada undang undang Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemiihan Umum Pasal 95 Ayat (1) tentang kewenangan Bawaslu, yang 
mana pihak KPU sebagai Termohon dengan proses penyelesaian pertama 
menggunakan metode Mediasi namun apabila tidak berhasil otomatis akan 
dilaksanakan siding Adjudikasi.  
 
Kata Kunci : Pemilu, Bawalu, SILON, Bacaleg  
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ABSTRACT 
 

Nama   : SY. FATIMA TUZ’ZAHRO 
Nim   : 202010110311527 
Judul  : Efektivitas Hukum penggunaan sistem informas pencalonan  

  (SILON) dalam proses pendaftaran Bacaleg pada Proses Tahap  
  Pendaftaran Pemilu 2024  (studi putusan  
  bawaslu kota malang nomor register perkara   
  001/ps.reg/35.3573/x/2023) 

Supervisor :  
1. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., MH 

           2. Muhamad Sugiaro. S.H 

 

The writing concerns a study of the process of resolving election disputes during 
the registration stage which was caused by an error when uploading files which 
were requirements for Legislator registration. In the author's research, the author 
used empirical research. Empirical method research is research that aims to study 
symptoms, events and phenomena that occur in communities, institutions and 
countries that do not have the characteristics of libraries by observing phenomena 
that exist in society. As well as a sociological approach or sociolegal research, 
namely a research approach that studies the legal perceptions and behavior of 
people (individuals and legal entities) who operate in fields related to the problems 
researched by the author. Based on the results of the research that we have obtained, 
we know that: 1. The emergence of election disputes during the Legislative Election 
registration process which was submitted to Bawaslu was due to the ineffectiveness 
of using SILON as a tool in which checking of files was only carried out through 
data checking without any physical checking. 2. The institution with authority to 
resolve election disputes is Bawaslu in accordance with the rules contained in Law 
Number 7 of 2017 concerning General Elections Article 95 Paragraph (1) 
concerning the authority of Bawaslu, where the KPU as the Respondent with the 
first settlement process uses the Mediation method however If unsuccessful, an 
Adjudication hearing will automatically be held. 

Keywords: Pemilu, Bawaslu, SILON, Bacaleg. 
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